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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa karena banyak 

sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Setiap manusia pasti membutuhkan manusia 

lain dalam segala aspek kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

tersebut, terdapat berbagai macam cara yang dilakukan manusia mulai dari 

melakukan interaksi, transaksi, hingga ke lingkup perkawinan. Kesejahteraan dan 

kebahagiaan manusia dalam melakukan interaksi tersebut menentukan kesejahteraan 

dan kebahagiaan masyarakat dan negara.1 Dalam kehidupan bersama tersebut dimulai 

dengan adanya sebuah keluarga. 

Perkawinan adalah bagian siklus terpanjang dan terpenting dalam kehidupan 

manusia. Tahap-tahap yang ada disepanjang hidup manusia di dunia adalah seperti 

masa bayi, masa penyapihan, masa anak-anak, masa remaja, masa pubertas, masa 

sesudah menikah, masa tua dan sebagainya. Salah satu tahap tersebut secara tidak 

langsung akan merubah prilaku manusia itu sendiri.  

Hal tersebut dapat dilihat pada saat seseorang/manusia itu berada dalam 

sebuah ikatan perkawinan yang sah. Oleh sebab itu perkawinan merupakan salah satu 

tahap yang sangat terpenting di dalam siklus kehidupan manusia, dimana perkawinan 

                                                           
1Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 

Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 3. 



 

menjadi alat suatu kelompok masyarakat untuk melanjutkan keberlangsungan 

kelompoknya. 

 Perkawinan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kedudukan 

seseorang sebagai subyek hukum karena dengan dilakukannya perkawinan, maka 

akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga.2 

Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga tidak hanya 

memiliki unsur jasmani tetapi juga memiliki unsur rohani.3 Perkawinan merupakan 

salah satu bentuk hubungan antar manusia yang juga menentukan kesejahteraan dan 

kebahagiaan masyarakat dan negara.  

Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.4 Berdasarkan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang 

Perkawinan), Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sedangkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) memandang bahwa, perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan 

perdata. Dipertegas lagi dalam Pasal 81 KUHPerdata, bahwa tidak ada upacara 

keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada 

                                                           
2Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di 

Indonesia, Jakarta, Rizkita, Cetakan Ke-1, Edisi Ke-1, 2002, hlm. 1. 
3Soedharyo Soimin, Op. Cit., hlm. 3. 
4Djaja S. Meliala, Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi, Bandung, Nuansa Aulia, 2015, hlm. 11. 



 

pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah 

berlangsung.  

Berbicara tentang perkawinan maka negara membutuhkan tata tertib dan 

kaidah-kaidah yang mengatur tentang kehidupan bersama agar manusia tersebut sah 

sesuai dengan norma yang ada atau disebut juga dengan lembaga perkawinan. 

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral sehingga mengakibatkan 

adanya campur tangan negara dalam masalah perkawinan.5 Campur tangan negara 

dalam hal perkawinan telah terwujud dengan terbentuknya Undang-Undang 

Perkawinan.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan perkawinan adalah 

hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya 

kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka. Dalam timbulnya hak 

dan kewajiban setelah dilakukannya perkawinan ternyata sering kali terjadi suatu 

konflik dalam perkawinan yang menyebabkan para pihak memutuskan ikatan 

perkawinannya dengan cara melakukan perceraian.  

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan 

yang berisi ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena : 

a. Kematian; 

b. Perceraian; 

c. Atas keputusan pengadilan. 

                                                           
5J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Bandung, PT 

Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 1. 



 

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena 

tidak adanya kecocokan lagi di dalam hubungan keluarga yang selama ini telah 

mereka jalani yang mengakibatkan berakhirnya rumah tangga antara suami dan istri 

tersebut. Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk 

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak 

akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian yang terjadi terhadap 

hubungan suami dan istri yang telah memiliki keturunan tentunya akan menghasilkan 

suatu akibat tertentu. 

Salah satu akibat tersebut adalah kewajiban ayah atau ibu untuk memberi 

perlindungan terhadap keturunannya. Hukum menggolongkan keturunan menjadi 

keturunan yang sah dan yang tidak sah. Suatu keturunan yang sah didasarkan atas 

perkawinan yang sah, sedangkan keturunan tidak sah adalah keturunan yang tidak 

didasarkan atas perkawinan yang sah.6 Demi kepentingan sang anak, maka baik ayah 

atau ibu sang anak wajib memberikan perlindungan terhadap keturunannya, baik 

keturunan yang sah maupun yang tidak sah. 

Sebagai unsur penting yang harus dimiliki suatu negara yaitu adanya suatu 

perlindungan kepada anak. Perlindungan bagi anak diperlukan karena anak 

merupakan sumber daya manusia yang akan mewarisi kelanjutan bagi generasi 

bangsa Indonesia. Sehingga apabila kita menginginkan kemajuan dari bangsa 

Indonesia dimasa depan nanti, maka salah satu faktor penentu kemajuan tersebut 

dapat tercipta adalah anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. Untuk 

                                                           
6Ibid., hlm. 5. 



 

menciptakan kualitas anak yang baik maka sejatinya diperlukan jaminan kehidupan 

bagi anak. Jaminan tersebut diantaranya adalah jaminan kelangsungan hidup, tumbuh 

kembang, serta perlindungan dari keluarga dan negara.  

Berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang secara jelas mengamanahkan bahwa,   

setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. Tentunya juga berlaku bagi anak-anak sebagai insan manusia yang 

hidup dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia telah mencoba 

untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan ketentuan-ketentuan yang ada 

diantaranya dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan dimasukkannya jaminan 

kehidupan terhadap anak, maka sudah seharusnya negara telah melaksanakan amanah 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan.   

Upaya dalam perlindungan anak harus sudah dilaksanakan sejak dari janin 

dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun yang dapat berdiri sendiri atau sudah 

melakukan perkawinan.7 Namun pada kenyataannya, ternyata perlindungan yang 

diberikan oleh negara tidaklah cukup untuk melindungi anak. Karena banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi perlindungan anak seperti kondisi kemampuan orangtua, 

pengaruh lingkungan anak, dan kejiwaan sang anak.  

Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan anak ternyata harus 

juga dibantu dengan adanya peran langsung dari keluarga anak agar perlindungan 

                                                           
7Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi 

Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 

253. 



 

terhadap anak lebih terkontrol. Dalam melindungi anak, keluarganya dapat 

memberikan bantuan baik berupa pangan, pendidikan, kesehatan, maupun bimbingan 

yang dibutuhkan anak. Salah satunya pendidikaan formal disekolah dan pendidikan 

non formal yang diperoleh anak diluar sekolah.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan, bahwa 

baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, 

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak-anak, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

tersebut. Hal ini ditujukan agar sang anak dapat menjalankan kehidupannya dengan 

baik tanpa mengalami suatu gangguan baik jasmani maupun rohani. 

Kewajiban dari orang tua terhadap anaknya ini telah diatur dalam Pasal 45 

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa 

kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya 

dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak 

itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun 

perkawinan antara kedua orang tua putus.  

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya 

pengaturan yang dapat mencabut kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Pencabutan 

tersebut dilakukan agar anak dapat dipelihara dan dididik oleh pihak yang lebih 

sanggup dalam melaksanakan tugas tersebut.  

Apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, maka kekuasaan orang 

tua terhadap anaknya dapat dicabut demi kepentingan anak yang bersangkutan. 



 

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua ini yang secara jelas 

bahwa salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya atas 

permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara 

kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan 

Pengadilan dalam hal-hal : 

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

2. Ia berkelakuan buruk sekali.  

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku untuk kekuasaan orang tua saja. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan 

bahwa ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan juga berlaku untuk hal 

perwalian.  

Penafsiran tentang kelakuan buruk tersebut tidak dapat ditemukan dalam 

Undang-Undang. Menurut Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif berpendapat 

bahwa mengenai maksud kelakuan yang buruk adalah kelakuan yang buruk terhadap 

anak yang berada di bawah kekuasaannya.8 Dengan demikian, demi kepentingan anak 

maka orang tua yang memperlakukan anaknya dengan buruk dapat dicabut 

kekuasaannya terhadap sang anak. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa selama orang tua lalai atau tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya, maka kekuasaan orang tua terhadap sang anak dapat dicabut 

                                                           
8Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif , Op. Cit., hlm. 102. 



 

berdasarkan permintaan pihak keluarganya. Hal ini tentunya dilakukan demi 

melindungi kepentingan dari sang anak yang bersangkutan.  

Ketika kedua orang tua tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap 

anaknya, maka setelah kekuasaan orang tua dicabut pihak lain dapat memelihara dan 

mendidik anak tersebut. Hak asuh ini dipindahkan agar sang anak dapat diawasi 

dengan lebih baik dan pengawasan ini disebut dengan perwalian.9 Perwalian 

(Minderjarigheid) adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang akan seorang anak yang 

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.10 Terjadinya perwalian 

menurut KUHPerdata adalah karena terdapat anak yang tidak di bawah kekuasaan 

orang tua yang disebabkan: 

1. Orang tuanya sudah tidak didalam status perkawinan lagi atau tidak 

didalam ikatan perkawinan lagi, maka status anak dibawah umur tersebut 

berada dibawah perwalian. 

2. Orang tua dari anak dibawah umur tersebut telah dicabut kekuasaannya 

sebagai orang tua.11 

Sedangkan terjadinya perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan 

disebabkan dengan alasan sebagai berikut: 

1. Karena pencabutan dari kekuasaan orang tua; 

                                                           
9Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan 

Perdata Barat, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm. 113. 
10R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Jakarta, Intermasa, 

Cetakan Ke- 4, 2004, hlm. 18. 
11Ibid. 



 

2. Dengan meninggalnya kedua orang tua, pada waktu orang tua meninggal 

masih ada anak yang di bawah umur 18 tahun. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa anak dewasa yang tidak perlu didampingi orang tua atau wali adalah 

mereka yang sudah berumur lebih dari 18 tahun.12 

Dengan demikian, perwalian ini dapat dilakukan oleh pihak selain orang tua 

anak dengan tujuan demi mengakomodasi kepentingan dari anak.  

Pada praktiknya, terdapat permasalahan perwalian pada anak yang orang 

tuanya telah bercerai. Terdapat pula kasus dimana dalam kasus tersebut telah terjadi 

penelantaran terhadap anak dibawah umur atau belum dewasa, dimana penelantaran 

tersebut dilakukan oleh ayah sang anak yang tidak bertanggung jawab melakukan 

pemeliharaan kepada anaknya dengan baik, sementara ibu sang anak tidak diketahui 

keberadaannya.13 

Meskipun telah ditentukan demikian, ternyata dalam kenyataannya masih 

terdapat orang tua yang tidak menjalankan kewajiban mereka terhadap anaknya 

sesuai dengan undang-undang. Masalah ini pun ternyata dapat ditemukan juga pada 

orang tua yang telah melakukan perceraian. 

Sebagaimana dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

703/Pdt.G/2015/PN.Sby tersebut sang kakek dan nenek dari anak yang bersangkutan 

telah meminta untuk dijadikan wali namun sayangnya mereka tidak diberikan 

perwalian atas anak oleh putusan pengadilan tersebut. Menurut pertimbangan Hakim, 

sang kakek dan nenek tidak dapat memiliki hak asuh karena sang anak masih 

                                                           
12Ibid., hlm. 115. 
13Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby. 



 

memiliki orang tua kandungnya. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman lebih 

lanjut mengenai perwalian ini untuk melindungi kesejahteraan anak.14 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis 

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak Oleh Kakek 

Dan Nenek Setelah Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby terhadap gugatan perwalian anak 

oleh kakek dan nenek setelah perceraian kedua orang tua ?  

2. Bagaimana upaya hukum bagi kakek dan nenek untuk memperoleh hak 

perwalian yang sudah ditolak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 

Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi kakek dan nenek 

                                                           
14Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby. 



 

untuk memperoleh hak perwalian yang sudah ditolak dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata bagi para akademisi, menjadi 

bahan informasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

perancang peraturan perundang-undangan, agar mampu menciptakan 

produk hukum yang baik dan dapat berlaku secara efektif di masyarakat.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan untuk aparat penegak hukum dapat 

menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku, khususnya mengenai kedudukan hukum, sekaligus memberi 

masukan kepada masyarakat umum dan juga sebagai bentuk sumbangan 

pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menunjang agar terarahnya penulisan skripsi ini, maka dalam 

pembahasan penulisan skripsi ini dibatasi dalam ruang lingkup pembahasan tentang 

apa yang telah dirumuskan dalam permasalahan. 

 



 

F. Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, 

tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan 

perbandingan pegangan teoritis.15 Dilihat dari pengertian dan permasalahan terkait 

maka penulis menggunakan teori sebagai berikut untuk landasan penulisan dalam 

penelitian ini, yaitu :  

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.16 

Ketentuan pada Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang 

dibuatnya. penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang 

didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kebebasan 

Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat 

                                                           
15M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80. 
16H.M. Koesnoe, Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar, Surabaya, 

Ubhara Press, 1998, hlm. 20. 



 

menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan 

akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Teori Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang 

bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.17 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya  

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.18 

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.19 Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi 

hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

Prinsip perlindungan hukum ini didasari pada pengakuan, kepastian, dan 

perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ideologi pancasila. Teori 

perlindungan hukum ini terdiri dari 2 macam, yaitu : 
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19Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14. 



 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan 

kata lain, masyarakat dalm hal ini dapat memberikan pendapat, keberatan serta hak-

hak kepentingannya sebelum pemerintah membuat dan menerapkan suatu putusan. 

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis, 

Perlindungan hukum terhadap perwalian anak bagi hak nenek dan kakek setelah 

pasca percerian orang tua sang anak yang tidak sesuai dan tidak memiliki 

pengetahuan yang memadai untuk menuntut hak-hak mereka.  

Namun, dengan adanya perindungan preventif ini, pemerintah selaku pihak 

yang membuat peraturan terkait dengan Perlindungan hukum terhadap hak perwalian 

anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dapat melakukan upaya hukum 

untuk meminta hak-hak yang sesuai bagi nenek dan kakek tersebut demi kepentingan 

cucu mereka.  

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir atau perlindungan 

hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, perlindungan ini 

digunakan setelah keputusan pemerintah yang dikeluarkan apabila menimbulkan 

sengketa dan membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian ini dilakukan di Pengadilan 

Umum ataupun Pengadilan lainnya terkait dengan permasalahan yang ada.20 

 

                                                           
20Ibid. 



 

3. Teori Keadilan 

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang 

ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau 

individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.21 

Keadilan Menurut W.J.S Poerwadarminta yang mengemukakan bahwa 

pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah atau dapat dikatakan seimbang dan 

sepatutnya tidak sewenang-wenang.  

Keadilan Menurut Notonegoro yang mengemukakan bahwa keadilan ialah 

suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.22  

Macam-macam Keadilan Secara Umum sebagai berikut: 

a) Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)  

Suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap 

apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada 

suatu objek tertentu. 

b) Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) 

Suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang 

menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif 

ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsional ataupun kesebandingan 

yang berdasarkan jasa kebutuhan dan kecakapan.  
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c) Keadilan Legal (Iustitia Legalls) 

Sutau keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya adalah 

masyarakat yang dilindungi Undang-Undang untuk kebaikan secara 

bersama. 

d) Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa) 

Suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai 

dengan pelanggaran ataupun kejahatan.  

e) Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) 

Suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan 

berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat 

menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang.  

f) Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva) 

Suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan 

kepada pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang.23 

G.  Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah : 

1. Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu 

dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa undang-undang, 

peraturan dan ketentuan yang mengatur atau terkait dengan pengaturan hak perwalian 
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anak, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, makalah, dan tulisan para ahli 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta didukung oleh bahan hukum tersier. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan merupakan pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach) yaitu penelitian terhadap produk-produk 

hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang maupun regulasi 

yanng berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.24  

Selain itu, penelitian ini juga digunakan metode pendekatan kasus (Case 

Approach) yaitu dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan 

isu hukum dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang harus dipahami dalam 

pendekatan ini adalah ratiodecidendi atau reasoning adalah pertimbangan majelis 

hakim untuk mencapai putusan. Kegunaan pendekatan ini baik untuk praktis dan 

akademis, racio decidendi adalah referensi untuk pemecahan isu hukum.25 

3. Sumber Bahan hukum 

Sumber Bahan Hukum yang diberlakukan dalam penulisan ini adalah bahan 

hukum yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

Badan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.26  
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Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum primer yang 

mengacu pada : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Perkawinan ataupun peraturan-peraturan yang terkait. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.27 Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang 

digunakan adalah buku, artikel, media massa, makalah, serta jurnal hukum yang 

membahas tentang Kedudukan Hukum Keluarga dalam Hak Asuh Anak. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian 

atas bahan hukum lainnya. seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.28 

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode library 

research yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai 

relevansi dengan masalah yang akan di bahas. Bahan hukum Sekunder yang 
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berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-

undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia, tulisan, karya ilmiah sepanjang 

menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bentuk yang digunakan dalam penulisan ini secara kualitatif yaitu data-data 

yang diperoleh dianalisis satu persatu yang kemudian disusun secara sistematis, 

sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang dapat ditarik dalam sebuah 

kesimpulan. Data yang biasa digunakan dalam analisis secara kualitatif berupa 

keterangan dan bahan-bahan tertulis.29  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

menggunakan penarikan kesimpuan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang 

diperoleh dari kasus yang sifatnya secara umum menjadi sebuah kesimpulan yang 

ruang lingkupnya lebih bersifat individual atau khusus. Hal-hal yang dirumuskan 

secara umum dijabarkan dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat 

ditafsirkan dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk 

mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini. 
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